BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR /[  TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal
5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);
4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);




Menetapkan

b,

9.

10.

12.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintnhan Doerah sebogondmana telah divubah beberapa
kali terakhiv denpgan Undang-Undang Nomor 9 Tahoan 2015
(Lembaran Nepara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor
58, Tambahoan Lembaran Negarn Republik  Indonesin
Nomuor b7,

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 lentang
Berlakunya Undong-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Peloksanann  Pemerintahan di Propinsi Benglulu
(Lembaran Nepara Republik Indonesin Tahun 1968 Nomor
Jb, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesin
Nomor 285:1);

Peraturan  Pemerintnh Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Carn  Penyusunan, Pengendalian  dan
Evaluasi Pelaksanann  Reneann Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesin
Nomor -4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerjn Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 3112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2007 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG  RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
| B B

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
-:liiéggksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD
Kabupaten Rejang Lebong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala
daerah.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
vang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.




17. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan hasil proses
perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD.

(2) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4
(1) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
a. Babl : Pendahuluan
b. Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Bablll : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

g. Bab VII : Penutup
(2) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Pasal 5

RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 merupakan pedoman dalam :
a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja OPD Tahun 2022;
b. penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022.

Pasal 6

Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2022.

Pasal 7

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang

Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 39 Jun 2021

BUPATI REJANG LEBONG,

———-%-r‘_l

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3© Jus 2021

SEKRET. DAERAH
KABUPATEN ANG LEBONG,

e

H. R. A DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR £33
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022
adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman
pada Rancangan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 serta mengacu
Rancangan RPIMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 — 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024.
RKPD Tahun 2022 juga berpedoman pada APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
sebagai cerminan dari konsep penganggaran sesuai dengan perangkat daerah dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman
1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara;

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2022,

3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor
dan antar tingkat Pemerintah,

5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun selanjutnya
(Tahun 2023),

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan
dengan baik.

Jika dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

‘% “arnr menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan
-

T KOGRDIM }ﬁmﬁm prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta
' rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD

Curup, 2¢ Jun; 2021
BUPATI REJANG LEBONG,
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